A.

BAB IV

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan di atas, dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1)

2)

Pada suatu perjanjian atau transaksi e-commerce terdapat beberapa jenis
perjanjian diantaranya adalah bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen

ke konsumen. Dalam penelitian yang dilakukan penulis diDistro Salinka
Boutique transaksi yang digunakan oleh pihak distro tersebut adalah
dengan menggunakan metode transaksi bisnis ke konsumen, dimana
pihak penjual melakukan transaksi secara elektronik yang dilakukan
pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan
tertentu dan pada saat tertentu. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan
dari pihak konsumen khususnya kebutuhandalam hal pakaian yang

dikenakan oleh konsumen.

Sistem jual-beli yang digunakan oleh pihak Distro Salinka Boutique
diantaranya adalah dengan menggunakan sistem Order Form yang
merupakan salah satu cara belanja yang sering dipergunakan dalam
transaksi e-commerce.

Perlindungan hukum bagi pembeli atau konsumen yang mengalami kerugian

akibat jual beli electronic commerce dalam UU ITE telah diatur dalam Pasal 28 ayat

1 mengenai kerugian konsumen dalam e-commerce. Sebagaimana dimaksudkan pada
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pasal 19 UUPK yang dimaksud mengatur tanggung jawab ganti rugi. Tanggung
jawab pelaku usaha terhadap pembeli dalam jual beli online melalui dunia maya
internet memang secara umum belum diatur baik dalam undang-undang
perlindungan konsumen maupun undang-undang informasi dan transaksi elektronik
Dalam UUPK itu sendiri hanya mengatur jual beli secara tradisional sedangkan UU
ITE mengatur tentang transaksi elektronik pada umumnya.

Dengan cara ini pihak penjual, menyediakan daftar barang-barang
yang dijual kepada konsumen dengan menjelaskan secara detail jenis barang
dan kualitas barang yang ditawarkan agar konsumen dapat tertarik dengan
apa yang ditawarkan oleh merchant(penjual).

Pihak penjual dalam hal ini menampilkan gambar agar pihak
konsumen lebih tertarik lagi akan barang yang ditawarkan oleh penjual.
Sistem yang berikutnya yang digunakan adalah sistem email dan telepon
dengan sistem ini dapat mempermudah konsumen untuk berhubungan secara
elektronik dengan merchant (penjual) seperti email dan juga dengan
menggunakan telepon lebih memudahkan lagi pihak konsumen untuk
berkomunikasi langsung via telepon dengan penjual untuk memesan barang
yang diinginkan.

Sistem yang terbaru adalah dengan Whatsapp sistem ini lebih
memudahkan lagi pihak konsumen untuk melihat barang yang ditawarkan
oleh penjual dan langsung dapat memesan lewat whatsapp tersebut tentang
barang yang ditawarkan. Hambatan yang terjadi dalam perlindungan
konsumen ada 2 permasalahan yaitu dalam permasalahan yuridis terletak

pada keabsahan dari perjanjian yang telah disepakati Pasal 1320 KUHPerdata
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cara mengatasi berdasarkan masyarakat eropa mempunyai 3 cara, pada
awalnya pembeli harus melihat secara jeles penawarannya, pembeli harus
memberikan penawaran untuk menerima, serta harus ada persetujuan dan
dipenuhi persyaratan untuk melakukan perjanjian. Terhadap juga
penyelesaian sangketa yang diluar jangkauan dari undang-undang
perlindungan konsumen diantaranya adalah salah satu bukan orang Indonesia
sehingga penyelesaian harus melalui alternatif penyelesaian sangketa.
Permasalahan yang berikutnya adalah permasalahan non yuridis
dalam hal keamanan dalam bertransaksi harus ada 4 sistem diantaranya dapat
menjamin apa informasi yang dikirim tersebut tidak dapat diketahui oleh
orang lain, menjamin konsistensi dan keutuhan data sesuai dengan aslinya,
penjamin pengguna yang sah, serta dapat menjamin bahwa sumber tidak

disalah gunakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai
berikut: pertama, terkadang dilndonesia kerap terjadi pembatalan suatu
perjanjian yang biasa digunakan oleh hakim untuk memberikan putusan
perihal perkara yang tidak dapat diputus dengan alasan pembatalan perjanjian
yang bersifat klasik, dan penggunanya sangat tepat untuk melindungi
konsumen yang berada dalam kedudukan yang tidak seimbang atau lemah
dari pihak yang lain.

Dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
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Perlindungan Konsumen “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat
pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sangketa antara
konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dillingkaran
Peradilan umum”.

Mereka yang bersikap adil harus bisa menepatkan dimana keadilan itu
sesuai dengan peraturan tertulis maupun kebiasaan dimasyarakat. Mereka
harus para ahli intelektual yang peka dan terbuka mengikuti perkembangan
zaman, tidak terjebak dalam dimensi regulasi yang tertulis saja. Kesepakatan
pada isi interaksi konsumen, kewajiban serta larangan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dapat melahirkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Sangketa itu dapat berubah salah satu pihak tidak dapat mendapatkan
atau menikmati apa seharusnya menjadi haknya karena pihak lawan tidak
memenuhi kewajibannya. Misalnya pembeli tidak memperoleh barang sesuai
dengan pesanannya, atau pembeli tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana
yang telah disepakati, atau penjual tidak mendapatkan pembayaran sesuai
dengan haknya, sangketa yang timbul dari transaksi konsumen disebut
sangketa kunsumen.

Dalam perjanjian juga perlu diperhatikan mengenai kesepakatan pada
isi transaksi konsumen tersebut, sehingga kewajian serta larangan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang dapat menimbulkan sangketa antara pelaku

usaha dan konsumen. Sangketa itu dapat berupa salah satu pihak tidak
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mendapatkan atau menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya karena
pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya pembeli tidak
memperoleh barang sesuai dengan pesanannya, atau pembeli tidak dapat
pelayanan sebagaimana telah disepakati, atau penjual tidak mendapatkan
pembayaran sesuai dengan haknya.

Sangketa yang timbul dalam transaksi konsumen disebut sangketa
konsumen, konsumen haruslah mengetahui bagaimana cara untuk
bertransaksi melalui internet (e-commerce), menjelaskan bahwa dalam
transaksi jual-beli ini barang cuma bisa dilihat melalui internet kecuali tempat
dapat dijangkau oleh penjual atau konsumen baru bisa bertatap muka
langsung untuk melakukan transaksi jual-beli. Penyelesaian sangketa
konsumen harus dapat dipertegas lagi agar pelaku usaha/penjual (menchant)
tidak bisa membohongi konsumen dalam jual beli barang yang telah

ditawarkan melalui online.
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